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Abstrak
 

___________________________________________________________________ 

Berdasarkan laporan capaian standar pelayanan minimal penderita hipertensi tahun 2020 di 

Kabupaten Klaten menunjukan bahwa Puskesmas Juwiring memiliki capaian standar pelayanan 

minimal terendah yaitu 4,7%. Selain itu berdasarkan data kumulatif sampai dengan Agustus 2021 , 

capaian standar pelayanan minimal hipertensi masih rendah yaitu 4,2% yang jauh dari target. 

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui penerapan fungsi manajemen pada pelaksanaan standar 

pelayanan minimal penderita hipertensi di Puskesmas Juwiring. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif dengan metode studi kasus bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada 

November 2021- Januari 2022. Penelitian ini berfokus pada penerapan fungsi manajemen 

pelaksanaan standar pelayanan minimal penderita hipertensi yaitu pada program Posbindu PTM 

dan Prolanis. Hasil penelitian menunjukan kurang koordinasi waktu terkait pelaksanaan Posbindu 

PTM, pengaruh anggaran dana desa terkait pelaksanaan Posbindu PTM, keterbatasan tenaga 

kesehatan, adanya beban ganda atau peran ganda tenaga kesehatan, kunjungan Prolanis selama 

pandemi menurun. 

 

Abstract 

___________________________________________________________________ 

According to  achievement reports for  the minimum service standard hypertension 2020 in Klaten Regen cy,  

Puskesmas Juwiring has the lowest minimum service standard achievement ( 4,7%) . Furthermore, bas ed on  

data collected through August 2021, the achievement of the minimum service standard for hypertens ion  4,2 

percent, considerably below the target. The purposes of research is to see how management functions are used in 

the implementation of minimum service standards for hypertension patients at Puskes mas Ju wirin g.  Th is 

research is a qualitative research with a descriptive case study method. This research was conducted in 

November 2021-January 2022. This research focuses on the management function of establishin g min imu m 

service standards for hypertension patients using Posbindu PTM and Prolanis programs. The results showed a 

lack of time coordination regarding the implementation of Posbindu PTM , the influence of the v il l age f u nd 

budget related to the implementation Posbindu PTM, a shortage of health personnel, a double burden or du al  

role for health workers, and a decrease in Prolanis visits during the pandemic. 
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PENDAHULUAN 

 

Dunia saat ini sedang mengalami krisis 

kesehatan masyarakat dan kesehatan 

lingkungan. Rumah sakit secara signifikan 

terbukti berkontribusi terhadap perubahan iklim 

dan pemanasan global. Kontribusi tersebut 

dihasilkan dari konsumsi energi, produk yang 

digunakan, diproduksi maupun dibuang (Global 

Green and Healthy Hospital, 2018). Sektor 

perawatan kesehatan telah menghasilkan lebih 

dari 2,4 juta ton limbah setiap tahun dimana 10 

hingga 25 persen dianggap berbahaya (Azmal, 

2014). 

Keadaan Indonesia dalam beberapa 

dasawarsa terakhir ini menunjukkan bahwa pola 

penyakit di lndonesia telah bergeser dari 

penyakit menular ke arah penyakit tidak 

menular. Dalam tingkat dunia, berdasarkan 

data World HeaIth Organization (WHO) 

menunjukkan penyakit tidak menular (PTM) 

membunuh 41 juta orang setiap tahun yang 

setara dengan 71% dari semua kasus kematian 

di dunia. Salah satu penyakit tidak menular 

yang menjadi masalah kesehatan yang sangat 

serius saat ini adalah penyakit hipertensi. 

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 

secara nasional menunjukkan bahwa prevalensi 

hipertensi berdasarkan hasil pengukuran pada 

penduduk umur ≥18 tahun berjumlah 658.201 

penderita dan prevalensi hipertensi Provinsi 

Jawa Tengah pada penduduk umur ≥18 tahun 

berjumlah 89.648 dan menduduki 4 tertinggi di 

Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2018). Di lndonesia, hipertensi masih 

menjadi masaIah kesehatan yang cukup besar 

dan penting untuk dikendalikan. 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 

(UUD) Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1 

menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak 

fundamental setiap penduduk. Pemerintah 

menetapkan standar pelayanan kesehatan yang 

jelas dan terukur sehingga mudah 

diimplementasikan di setiap daerah. Dengan 

demikian untuk menghindari ketimpangan 

dalam pelaksanaannya maka terdapat standar 

pelayanan minimal yang dapat diberlakukan 

untuk semua daerah. Menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

4 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pemerintah 

daerah kabupaten/kota menyelenggarakan 

pelayanan dasar kesehatan sesuai standar 

pelayanan minimal bidang kesehatan meliputi 

12 indikator yang salah satunya adalah standar 

pelayanan minimal penderita hipertensi. 

Standar pelayanan minimal merupakan 

pelayanan minimal yang harus dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah untuk rakyatnya 

sehingga target standar pelayanan minimal 

harus 100% setiap tahunnya. Puskesmas sebagai 

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama 

menjadi unit terdepan dalam upaya pencapaian 

target-target standar pelayanan minimal di 

bidang kesehatan. 

Puskesmas Juwiring merupakan 

puskesmas di Kabupaten Klaten yang memiliki 

capaian terendah pada standar pelayanan 

minimal penderita hipertensi yaitu sebesar 4,7% 

(Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020). 

Capaian ini diketahui menurun drastis dari 

tahun sebelumnya 2019 yang memiliki capaian 

standar pelayanan minimal hipertensi 32,2%. 

Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten 

Klaten 2020, Puskesmas Juwiring memiliki 

jumlah penderita hipertensi yang berusia lebih 

dari 15 tahun yaitu sebesar 14.419 orang namun 

yang mendapatkan pelayanan kesehatan hanya 

681 orang. Lalu berdasarkan data kumulatif 

sampai dengan Agustus 2021, capaian standar 

pelayanan minimal hipertensi masih rendah 

yaitu 4,2% yang masih jauh dari target standar 

pelayanan minimal hipertensi. Capaian tersebut 

dipengaruhi oleh pelaksanaan program 

Posbindu PTM dan Prolanis Puskesmas 

Juwiring. Berdasarkan hasil studi pendahuluan 

dilakukan dengan penanggung jawab program 

Posbindu PTM menyatakan bahwa terdapat 

kendala dalam hal perencanaan program yaitu 

dalam hal waktu atau penjadwalan program 

posbindu PTM terkadang terhambat karena 

penanggung jawab program posbindu PTM 

memiliki peran ganda yaitu melakukan 

pelayanan swab di puskesmas sehingga 

terkadang petugas puskesmas tidak menghadiri 

dalam kegiatan Posbindu PTM. Selain itu, hasil 

wawancara menyebutkan bahwa berdasarkan 
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hasil evaluasi yang telah dilakukan perlu adanya 

perbaikan pada manajemen pelaksanaan standar 

pelayanan minimal penderita hipertensi di 

Puskesmas Juwiring. Hal tersebut selaras 

dengan hasil wawancara dengan salah satu tim 

pelaksana kegiatan program Prolanis yang 

menyebutkan bahwa terdapat evaluasi dan 

monitoring yang dilaksanakan oleh BPJS 

Kesehatan terhadap Puskesmas Juwiring 

dikarenakan capaian standar pelayanan minimal 

penderita hipertensi yang rendah maka perlu 

adanya perbaikan manajemen pelaksanaan 

standar pelayanan minimal penderita hipertensi 

di wilayah kerja Puskesmas Juwiring. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa Puskesmas 

Juwiring dalam pelaksanaan standar pelayanan 

minimal untuk penderita hipertensi belum 

optimal yang ditunjukkan pada nilai capaian 

standar pelayanan minimal penderita hipertensi 

yang belum memenuhi target dan cakupan 

pelayanan yang masih sedikit sedangkan di 

Puskesmas Juwiring memiliki jumlah terbanyak 

penderita hipertensi di Kabupaten Klaten.  

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, 

permasalahan yang terjadi yaitu penerapan 

fungsi manajemen yang kurang optimal dalam 

pelaksanaan standar pelayanan minimal 

penderita hipertensi di Puskesmas Juwiring 

Kabupaten Klaten sehingga perlu adanya 

analisis penerapan fungsi manajemen pada 

pelaksanaan standar pelayanan minimal 

penderita hipertensi di Puskesmas Juwiring 

yang berfokus pada program-program Posbindu 

PTM dan Prolanis. Menurut George Terry 

dalam Rohman (2017) fungsi-fungsi manajemen 

yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pengaktualisasian dan pengawasan. Pelayanan 

kesehatan pada penderita hipertensi diatur 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 04 

Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap 

penderita hipertensi mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah 

kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan 

kesehatan sesuai standar kepada seluruh 

penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas 

sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah 

kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. 

Berdasarkan hasil penelitian Fadli (2017) 

menyebutkan bahwa pelaksanaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) pada Puskesmas 

Kecamatan XIII Koto Kampar 1 terdapat 

kendala meliputi kurangnya pemahaman, 

perhatian dan komitmen dalam menjalankan 

pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM), kurangnya sarana dan prasarana, 

kurangnya jumlah tenaga kerja dan belum 

terlaksananya di pelayanan dengan baik di 

setiap desa/ kelurahan di Kecamatan XIII Koto 

Kampar. Penelitian Zahro (2019) menyatakan 

bahwa pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 

penderita Diabetes Melitus di Puskesmas Silo 1 

dan Puskesmas Kencong belum dilibatkan dan 

kurangnya koordinasi antar program di 

puskesmas serta rujukan FKRTL  mengalami 

hambatan serta pencapaian sasaran SPM yang 

belum maksimal karena belum adanya integrasi 

di Puskesmas dalam mencapai target SPM. 

Perbedaan antara penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 

yaitu penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas 

Juwiring dan berfokus pada program-program 

penderita hipertensi yaitu Posbindu PTM dan 

Prolanis. Fungsi manajemen yang dianalisis 

pada penelitian ini yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan & pelaksanaan 

dan pengawasan serta pengendalian. Dengan 

demikian penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis bagaimana penerapan fungsi 

manajemen pada pelaksanaan standar 

pelayanan minimal penderita hipertensi di 

Puskesmas      Juwiring      Kabupaten     Klaten. 

 

METODE 

 

Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dengan rancangan studi 

kasus (case study) dan bersifat deskriptif. 

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas 

Juwiring pada Bulan November 2021 hingga 

Januari 2022. Penelitian ini menganalisis 

penerapan fungsi manajemen pada pelaksanaan 

standar  pelayanan minimal penderita hipertensi 

di Puskesmas Juwiring Kabupaten Klaten. 

Fokus   penelitian  ini    pada   program-program
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pemenuhan standar pelayanan minimal 

penderita hipertensi yaitu Program Posbindu 

PTM dan Program Prolanis di Puskesmas 

Juwiring Kabupaten Klaten. Fungsi manajemen 

yang menjadi fokus penelitian yaitu fungsi 

perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian 

(organizing), fungsi pengarahan dan pelaksanaan 

(actuating) dan fungsi pengawasan dan 

pengendalian (controlling). Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

data primer dan data sekunder. Data primer 

pada penelitian ini didapatkan dari hasil 

wawancara langsung secara mendalam kepada 

pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) pada penderita 

hipertensi di Puskesmas Juwiring. Data 

sekunder didapatkan dari dari dokumen 

perundang-undangan, data capaian standar 

pelayanan minimal Provinsi Jawa Tengah dan 

Kabupaten Klaten, jurnal penelitian, pedoman 

tatalaksana hipertensi, laporan pelaksanaan 

hipertensi dan buku-buku yang terkait dengan 

penelitian.  

 Teknik pengambilan data primer yaitu 

dengan wawancara mendalam baik informan 

utama maupun informan triangulasi, observasi 

dan dokumentasi sedangkan data sekunder yaitu 

dengan telaah dokumen. Teknik pengambilan 

informan menggunakan purposive sampling 

dilanjutkan snowball. Informan utama pada 

penelitian ini berjumlah 3 orang yaitu Kepala 

Puskesmas, penanggung jawab program 

Posbindu PTM dan pelaksana program 

Prolanis. Informan  triangulasi   pada   

penelitian ini yaitu terdiri dari 7 orang yang 

meliputi  1  orang  Kepala Seksi Pencegahan 

dan  Pengendalian   Penyakit   Tidak   Menular 

dan   Kesehatan   Jiwa, 2  orang kader Posbindu 

PTM, 2 orang pasien penderita hipertensi yang 

mengikuti Program Posbindu PTM, dan 2 orang 

pasien   Program   Prolanis. Teknik   analisis 

data   pada  penelitian ini yaitu reduksi data, 

penyajian   data    dan    penarikan   kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan tabel diperoleh bahwa 

terdapat 3   informan   utama   yang   diberi 

kode   IU 1, IU 2 dan IU 3. IU 1 yaitu 

pemegang   program   Posbindu  PTM, IU 2 

yaitu   1    pelaksana    program  Prolanis, dan 

IU   3   yaitu   1   Kepala   Puskesmas    Juwiring 

yang     sekaligus   menjadi   penanggung    

jawab   Program Prolanis di Puskesmas 

Juwiring. Informan   triangulasi   yaitu   ada   7   

orang   yang    diberikan   kode   IT   1   hingga   

IT   7. IT   1 yaitu   1 orang   Kepala   Seksi   

Pencegahan dan   Pengendalian   Penyakit   

Tidak   Menular dan   Kesehatan   Jiwa .IT   2   

dan   IT   3  yaitu   kader   posbindu   PTM. IT   

4   dan   IT   5 yaitu   peserta   Posbindu   PTM. 

IT    6    dan    IT    7    yaitu   peserta    Prolanis. 

Puskesmas Juwiring dalam 

melaksanakan standar pelayanan minimal 

penderita hipertensi di wilayah kerjanya yaitu 

melalui program Posbindu PTM (Pos  

Pembinaan  Terpadu  Penyakit  Tidak Menular) 

dan  program Prolanis (Program Pengelolaan)

 

Tabel 1. Karakteristik Informan Utama dan Triangulasi 

Jenis 

Informan 

Inisial 

Nama 

Umur 

(Tahun) 

Jabatan Pendidikan 

Terakhir 

Masa 

Kerja 

IT 1 IHED 54 Kepala Seksi Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Tidak 

Menular dan Kesehatan Jiwa, 

S2 Kesehatan 

Masayarakat 

32 

Tahun  

IT 2 SR 50 Kader Posbindu PTM SLTA 5 

Tahun  

IT 3 SS 50 Kader Posbindu PTM S1 Ekonomi 

Manajemen 

5 

Tahun 

IT 4 LI 47 Peserta Posbindu PTM SD - 

IT 5 S 58 Peserta Posbindu PTM SMP - 

IT 6 T 59 Pasien Prolanis SD - 

IT 7 S 55 Pasien Prolanis SD - 
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Penyakit Kronis). Posbindu PTM di wilayah 

Puskesmas Juwiring terdapat 39 Posbindu PTM 

yang terbagi menjadi 2 yaitu Posbindu Umum 

dan Posbindu Remaja. Setiap desa di 

Kecamatan Juwiring memiliki Posbindu Umum 

dan Posbindu Remaja. Puskesmas Juwiring juga 

memiliki Posbindu PTM yang bernama 

Posbindu Juwiring Jitu. Pelaksanaan Posbindu 

PTM dilaksanakan di desa masing-masing 

Kecamatan Juwiring setiap satu bulan sekali. 

Sedangkan program Prolanis di Puskesmas 

Juwiring yaitu bernama Klub Margo Sehat. 

Peserta program Prolanis Puskesmas Juwiring 

ini terdiri dari pasien penderita hipertensi dan 

pasien diabetes mellitus dengan rincian 

penderita hipertensi sebanyak 47 orang dan 

penderita diabetes mellitus sebanyak 86. Total 

peserta Prolanis di Puskesmas Juwiring yaitu 

133 orang. Pelaksanaan Prolanis dilaksanakan 

setiap satu bulan sekali di Balai Desa Tanjung 

selama pandemi. 

Perencanaan merupakan suatu kegiatan 

menganalisa dan memahami sistem yang 

digunakan dan membuat tujuan umum dan 

tujuan khusus yang akan dicapai serta sebagai 

langkah awal proses manajemen (Rismayani, 

2016). Perencanaan merupakan kegiatan yang 

menetapkan yang menetapkan tujuan 

organisasi, menentukan strategi yang sesuai dan 

mengembangkan rencana untuk 

diimplementasikan demi mewujudkan tujuan 

yang ingin dicapai (Foster, 2021). Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilaksanakan di Puskesmas 

Juwiring pada proses perencanaan pemenuhan 

standar pelayanan minimal penderita hipertensi 

dimulai dengan merencanakan sumber daya 

manusia kesehatan yang terlibat pada program 

Posbindu PTM dan Prolanis, merencanakan 

anggaran atau dana yang digunakan untuk 

pelaksanaan program Program Posbindu PTM 

dan Prolanis, merencanakan tempat dan waktu 

kegiatan program serta merencanakan alternatif-

alternatif tindakan apabila rencana tidak 

terlaksana. Perencanaan kegiatan Posbindu 

PTM dari Puskesmas Juwiring yaitu Puskesmas 

Juwiring mengadakan pertemuan kepada ibu-

ibu kader dimana dipertemuan tersebut 

menghimbau kepada ibu-ibu kader untuk 

melaksanakan kegiatan Posbindu PTM sebulan 

sekali di masing-masing desa. Perencanaan 

anggaran atau dana untuk melaksanakan 

kegiatan Posbindu PTM yaitu dari Puskesmas 

Juwiring hanya menganggarkan pada uang 

transportasi penangggung jawab program 

Posbindu PTM sedangkan dalam 

pelaksanaannya menggunakan dana desa yang 

dianggarkan oleh pemerintah desa. Hal tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan 

oleh Ewilda (2020) puskesmas dalam 

pelaksanaan Posbindu PTM menggunakan dana 

BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) untuk 

biaya penyediaan bahan habis pakai dan biaya 

untuk pengganti biaya transportasi sumber daya 

manusia kesehatan puskesmas. Pelaksanaan 

Posbindu PTM yang menggunakan dana desa 

sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan 

oleh Kusuma (2020) program Posbindu PTM 

Rajawali Mojokerto dalam pelaksanaannya 

didanai oleh dana desa. Perencanaan waktu dan 

tempat yaitu dari puskesmas tidak 

menetapkannya namun setiap desa diwajibkan 

untuk melaksanakan kegiatan Posbindu PTM 

sebulan sekali. Perencanaan waktu dan tempat 

dilaksanakan oleh ibu-ibu kader sesuai 

kesepakatan ibu-ibu kader dan ketersediaan 

tempat Posbindu PTM. Perencanaan terkait 

jadwal Posbindu PTM menyesuaikan jadwal di 

masing-masing desa dan Puskesmas hanya 

memantau saja. Apabila kader Posbindu PTM 

menghubungi penanggung jawab program maka 

pihak puskesmas akan datang ke tempat 

pelaksanaan Posbindu PTM yang dilaksanakan 

desa-desa masing-masing. Perencanaan sumber 

daya manusia kesehatan yaitu dengan 

melibatkan ibu-ibu kader kesehatan masing-

masing desa, bidan desa dan baru-baru ini 

penanggung jawab meminta kepada kepala 

puskesmas untuk menambahkan satu perawat 

untuk membantu dalam pelaksanaan Posbindu 

PTM. Alternatif tindakan apabila kegiatan tidak 

sesuai rencana yaitu dari puskesmas hanya 

menghimbau kepada koordinator Posbindu 

PTM melalui WhatsApp supaya melaksanakan 

kegiatan Posbindu PTM. Sedangkan 

perencanaan sumber daya manusia kesehatan 

yang terlibat dalam kegiatan Prolanis yaitu satu 
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penanggung jawab program yang merangkap 

sebagai Kepala Puskesmas Juwiring, dan 

pelaksananya ada 3 yaitu satu staff administrasi 

dan 2 perawat yang melaksanakan tindakan 

medis pada saat kegiatan Prolanis. Perencanaan 

anggaran atau dana pada kegiatan Prolanis 

dilaksanakan oleh BPJS sehingga Puskemas 

melaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran 

yang diberikan BPJS. Terkait perencanaan 

waktu dan tempat yaitu petugas membuat 

kesepakatan dan koordinasi menggunakan 

WhatsApp Group pelaksana Prolanis. 

Berdasarkan kesepakatan jadwal Prolanis 

dilaksanakan di hari Sabtu awal bulan dan 

dilaksanakan di Balai Desa Tanjung selama 

pandemi ini. Petugas mengumumkan jadwal 

dan tempat kegiatan Prolanis kepada peserta 

Prolanis menggunakan WhatsApp Group 

peserta. Alternatif tindakan apabila kegiatan 

tidak sesuai rencana yaitu petugas melakukan 

pendekatan kepada peserta Prolanis untuk selalu 

rajin mengikuti kegiatan Prolanis dan pada saat 

pandemi petugas melaksanakan komunikasi 

melalui WhatsApp Group untuk mengetahui 

kondisi kesehatan pasien Prolanis. Puskesmas 

menetapkan sasaran kegiatan serta menetapkan 

tujuan umum dan tujuan khusus dari setiap 

program Posbindu PTM dan Prolanis. 

Dana yang digunakan dalam pelaksanaan 

program Posbindu PTM dan Prolanis untuk 

pemenuhan standar pelayanan minimal 

penderita hipertensi berasal dari dana desa, 

BPJS/JKN, APBD dan BOK. Hal tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan 

oleh Manullang (2021)  bahwa dana yang 

digunakan pada Prolanis yaitu pada dana BPJS 

Kesehatan, dana kapitasi JKN Puskesmas 

Parsoburan dan Dana Bantuan Operasional 

Kesehatan (BOK) Puskesmas Parsoburan. 

Sumber dana yang digunakan pada Posbindu 

PTM sejalan dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh Suhbah (2019) bahwa dana 

yang digunakan adalah dana BOK dan dana 

desa namun terdapat desa yang tidak 

menganggarkan.  

Masing-masing program (Posbindu PTM 

dan Prolanis) sudah terdapat pedoman yaitu 

secara keseluruhan adalah Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 terkait standar 

pelayanan minimal penderita hipertensi. 

Pedoman Posbindu PTM yaitu berasal dari 

dinas kesehatan berupa pedoman tata laksana 

Posbindu PTM, Pandu PTM, dan tata laksana 

hipertensi. Program Prolanis menggunakan 

Panduan Praktis dari BPJS Kesehatan. Standar 

Operasional Prosedur sudah terdapat pada 

masing-masing program namun terdapat 

perbaikan SOP dikarenakan untuk kepentingan 

akreditasi sedangkan SOP pada program 

Prolanis sudah ada namun tidak diberikan 

kepada pelaksana program. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilaksanakan Rosdiana 

(2017) di Puskesmas Halmahera Kota Semarang 

yang secara struktur birokrasi sudah memiliki 

SOP pada Program Prolanis. 

Persiapan sarana penunjang dalam 

pemenuhan standar pelayanan minimal 

penderita hipertensi yaitu meliputi ketersediaan 

tensimeter sudah memadai di puskesmas. 

Namun berdasarkan informan triangulasi yaitu 

kader Posbindu PTM pada pelaksanaan 

kegiatan untuk alat tensimeter dirasa kurang 

karena kurangnya ketersediaan dana desa. 

Media KIE diberikan dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten, serta sudah terdapat formulir 

pelaporan dan pencatatan. Hal tersebut sesuai 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 4 

Tahun 2019.  

Kerjasama sudah dilaksanakan dalam 

masing-masing program namun belum 

maksimal dalam menjalin hubungan dengan 

jejaring klinik-klinik dan dokter yang praktik di 

wilayah Puskesmas Juwiring sehingga hal 

tersebut berpengaruh pada capaian standar 

pelayanan minimal penderita hipertensi di 

Puskesmas Juwiring. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilaksanakan oleh  

Pratiwi (2021) yang menyatakan terdapat 

kesulitan teknis dalam pencapaian standar 

pelayanan minimal penderita hipertensi di 

Puskesmas Kedungmundu Kota Semarang yaitu 

kesulitan melakukan kerja sama dan koordinasi 

antara puskesmas dengan klinik sebagai jejaring 

fasilitas kesehatan. 

Kendala dalam proses perencanaan yaitu 

ketersediaan anggaran dana tergantung pada 
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desa sehingga ada beberapa desa yang tidak 

melaksanakan Posbindu PTM dikarenakan 

tidak adanya perencanaan dana karena 

refocusing untuk pandemi covid-19. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh Suhbah (2019) yaitu sumber 

dana Posbindu PTM yaitu dana desa namun 

belum semua menganggarkan untuk kegiatan 

Posbindu PTM. Kendala pada program Prolanis 

yaitu kunjungannya berkurang karena sering 

peserta tidak mengetahui jadwal Prolanis. 

Pengorganisasian merupakan salah satu 

langkah dalam manajemen yang berupa 

merancang struktur resmi, menentukan dan 

menggolongkan suatu kegiatan, menetapkan 

pekerjaan-pekerjaan pokok, wewenang dan 

melakukan pelimpahan wewenang oleh 

pemimpin kepada anggotanya untuk mencapai 

tujuan organisasi (Tampubolon, 2018). 

Pengorganisasian meliputi pemberian tugas 

setiap kegiatan, pembagian pekerjaan, dan 

pemberian tanggung jawab kepada individu 

yang digunakan untuk mengerjakan tugas untuk 

mencapai tujuan organisasi (Pastika ,2016). 

Berdasarkan hasil penelitian di 

Puskesmas Juwiring dalam fungsi manajemen 

pengorganisasian sebagian besar sudah sesuai 

dengan teori-teori tersebut namun masih 

terdapat kendala-kendala dalam 

pengorganisasian di Puskesmas Juwiring dalam 

pemenuhan standar pelayanan minimal 

penderita hipertensi. Sistem pengorganisasian 

dalam pemenuhan standar pelayanan minimal 

penderita hipertensi yaitu penunjukan 

penanggung jawab program Posbindu PTM dan 

Prolanis menggunakan SK yang diberikan oleh 

kepala puskesmas dan sudah menerapkan 

pembagian kerja pada pelaksana program 

meskipun masih terdapat kendala. Penggunaan 

SK kepala puskesmas hanya diberikan kepada 

penanggung jawab program saja sedangkan 

pelaksana program tidak diberikan SK kepala 

puskesmas selama ini. Hal tersebut tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilaksanakan oleh 

Meiriana (2019) bahwasanya bentuk komitmen 

dari seorang petugas Prolanis yaitu harus 

mempunyai SK yang diberikan dari puskesmas 

dalam pelaksanaan program. Program Posbindu 

PTM dalam pelaksanaanya terdapat SK kepala 

desa yang diberikan kepada kader-kader 

Posbindu PTM. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilaksanakan oleh Kusuma 

(2020) bahwa Pemerintah Desa Sumbertebu 

mengeluarkan SK kepala desa yang diberikan 

kepada kader-kader kesehatan untuk 

pelaksanaan Program Posbindu PTM Rajawali 

Desa Sumbertebu.   

Berdasarkan hasil penelitian di 

Puskesmas Juwiring bahwa terdapat beban 

ganda atau peran ganda pada pegawai 

Puskesmas Juwiring terutama pada pegawai 

yang melaksanakan program-program 

hipertensi. Penanggung jawab program 

Posbindu PTM memiliki tugas ganda seperti 

melakukan pelayanan swab dan vaksinasi 

sehingga seringkali dalam pelaksanaan 

Posbindu PTM tidak hadir hal tersebut 

mengakibatkan pelaksanaan program Posbindu 

kurang optimal. Penanggung jawab Posbindu 

PTM bertanggung jawab sebanyak 38 Posbindu 

PTM yaitu Posbindu umum dan Posbindu 

remaja dimana di puskesmas lain posbindu 

remaja ada penanggung jawabnya sendiri.  

Pelaksana program prolanis juga memiliki peran 

ganda seperti menjadi rekam medis dan 

melaksanakan pelayanan pendaftaran serta 

menjadi bendahara Puskesmas Juwiring. 

Penanggung jawab program Prolanis selain 

menjabat sebagai Kepala Puskesmas Juwiring 

juga menjadi dokter IGD dan bertangggung 

jawab pada pasien BP, selain itu menjadi 

fasilitator matur dokter. Hal tersebut sejalan 

dengan Rachmawati (2019) bahwa dampak 

keterbatasan sumber daya manusia di 

Puskesmas yaitu adanya penggandaan tugas dan 

ketidakjelasan tugas pokok dan fungsi.  Beban 

ganda atau peran ganda tersebut mengakibatkan 

kurang optimalnya pelaksanaan program. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh Mariati (2019) bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara peran 

ganda dengan kinerja perawat wanita di 

Puskesmas Dampek. Hal tersebut juga sejalan 

dengan penelitian yang dilaksanakan di 

Puskesmas Kota Jayapura oleh Ayomi (2018) 

yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan 
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yang signifikan antara peran ganda dengan 

kinerja perawat dimana tingkat peran ganda 

yang tinggi maka akan mempunyai kinerja yang 

kurang. Pembagian kerja sudah dilaksanakan 

namun terdapat kendala yaitu kurangnya 

sumber daya manusia kesehatan sehingga 

pelaksana program merangkap tugas selama 

pelaksanaan kegiatan. Koordinasi waktu sudah 

dilakukan dengan baik serta sudah terdapat 

persiapan SDM selama pandemi Covid-19.  

Selain kuantitas, kualitas sumber daya 

manusia kesehatan juga menjadi kendala dalam 

pelaksanaan program seperti penanggung jawab 

program Posbindu PTM yang memiliki 

background bukan paramedis namun sanitasi 

lingkungan hal ini sangat berpengaruh dalam 

pelaksanaan program Posbindu PTM. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 

menyatakan bahwa penanggung jawab program 

Posbindu PTM merasa kurang berkompeten 

dalam pelaksanaan program dikarenakan latar 

belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan 

program Posbindu PTM. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilaksanakan oleh 

Rahayu (2021) latar belakang pendidikan 

pegawai di Puskesmas Kapanewon Temon 

belum sesuai dengan jobdescription dan 

berdasarkan hasil penelitian pendidikan pegawai 

di Puskesmas Kapanewon Temon berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai di Puskesmas 

Kapanemon Temon. Penelitian yang 

dilaksanakan oleh Nofitasari (2021) yang 

menyebutkan bahwa latar belakang pendidikan 

yang sesuai dengan pekerjaan pegawai maka 

pegawai akan lebih memiliki kemampuan yang 

baik karena ilmu yang didapatkan sebelumnya 

memudahkan saat proses bekerja. 

Pengarahan dan pelaksanaan merupakan 

proses pengarahan kepada anggota organisasi 

yang bertujuan untuk anggota tersebut 

melaksanakan tugas yang diberikan dengan 

kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. 

Actuating meliputi directing, commanding, 

motivating, staffing, dan coordinating. Proses 

ini juga merupakan komunikasi antara 

pemimpin dengan anggotanya dan memberikan 

petunjuk serta instruksi supaya anggota bekerja 

sesuai rencana yang sudah ditetapkan 

sebelumnya (Siriyei, 2013). Berdasarkan hasil 

penelitian di Puskesmas Juwiring proses 

pengarahan dari kepala puskesmas lalu kepada 

penanggung jawab program masing-masing. 

Penanggung jawab Posbindu PTM memberikan 

pengarahan kepada ibu-ibu kader pada saat 

refreshing. Pengarahan program Prolanis 

dilaksanakan dengan penanggung jawab 

program yaitu Kepala Puskesmas Juwiring 

namun tidak dilaksanakan secara rutin.  Selain 

itu secara keseluruhan terdapat lokakarya mini 

yang diadakan setiap bulan satu kali. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh Arifudin (2017) pengarahan 

di UPT Puskesmas Lembasada dapat 

dilaksanakan melalui lokakarya mini bulanan 

(lomin). 

Pelaporan dilakukan secara berjenjang 

untuk Posbindu PTM yaitu dari kader Posbindu 

PTM melakukan pelaporan sesuai dengan 

format yang sudah diberikan penanggung jawab 

program Posbindu PTM lalu diberikan kepada 

Puskesmas dan Puskesmas melaporkan kepada 

Dinas Kesehatan terkait capaian standar 

pelayanan minimal penderita hipertensi. 

Pelaporan Posbindu PTM masih dilakukan 

secara manual atau tidak secara online. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh Putri (2018) pelaporan 

Posbindu PTM di Puskesmas Simpang Sungai 

Duren dilakukan oleh kader Posbindu PTM 

atau bidan desa secara manual disebabkan oleh 

belum ada pelatihan pelaporan secara online 

yang diberikan kepada kader kesehatan.  

Pelaporan program Prolanis yaitu dari 

pelaksana program Prolanis melakukan 

pelaporan kepada pihak BPJS Kesehatan 

melalui P care karena program Prolanis ini 

merupakan program BPJS Kesehatan sehingga 

pelaporannya dengan BPJS Kesehatan. Selain 

itu, pelaporan Prolanis diserahkan kepada Dinas 

Kesehatan Kabupaten  Klaten terkait kasus 

penyakit  tidak  menular di   Puskesmas 

Juwiring. Hal   tersebut   sejalan   dengan 

penelitian yang dilaksanakan oleh Saputra  

(2020)  pelaporan Prolanis di Puskesmas Ciputat 

diserahkan   kepada   BPJS  melalui  aplikasi P 

care    dan    laporan   penyakit    tidak   menular. 
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Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai 

dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 

Tahun 2019 yaitu pengukuran tekanan darah, 

melakukan edukasi terkait perubahan gaya 

hidup meskipun hal tersebut tidak berjalan rutin 

dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil 

penelitian penanggung jawab Posbindu PTM di 

Puskesmas Juwiring tidak selalu menghadiri 

setiap kegiatan Posbindu PTM dikarenakan 

terkadang diberikan tugas lain di puskesmas. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh Primiyani (2019) di 

masyarakat yang mengikuti Posbindu PTM di 

Kota Solok merasa kurang puas dalam 

pelayanan karena petugas puskesmas yang tidak 

selalu hadir dalam pelaksanaan Posbindu PTM.  

Pelaksanaan program-program untuk 

pemenuhan standar pelayanan minimal 

penderita hipertensi (Posbindu PTM dan 

Prolanis) sebagian besar tidak menggunakan 

media KIE untuk diberikan kepada peserta. 

Penderita hipertensi yang mengikuti program 

baik itu Posbindu PTM dan Prolanis tidak 

diberikan media KIE dalam bentuk apapun dari 

awal mengikuti kegiatan. Media KIE digunakan 

petugas puskesmas sebagai pegangan ketika 

pelaksanaan program. 

Jadwal program Posbindu PTM 

dilaksanakan sebulan sekali untuk tanggal 

pelaksanaaan setiap desa berbeda-beda. Namun 

pada saat ini hanya beberapa desa yang 

melaksanakan Posbindu PTM dikarenakan 

pandemi Covid-19. Hal tersebut berbeda dengan 

penelitian yang dilaksanakan Nurfikri (2020) 

pelaksanaan Posbindu PTM Puskesmas 

Jagasatru Kota Cirebon dilaksanakan secara 

rutin. Program Prolanis dilaksanakan sebulan 

sekali mulai rutin pada Bulan September 2021 

yang sebelumnya ditiadakan dari bulan April 

2020. Jadwal pelaksanaan Prolanis memang ada 

perbedaan yang sebelumnya seminggu sekali 

namun saat ini dilaksanakan sebulan sekali di 

Balai Desa Tanjung. Selama pandemi ini jadwal 

pelaksanaan program-program untuk 

pemenuhan standar pelayanan minimal 

penderita hipertensi belum rutin dilaksanakan. 

Kendala dalam pengarahan dan 

pelaksanaan standar pelayanan minimal 

penderita hipertensi di Puskesmas Juwiring ada 

beberapa desa yang tidak melaksanakan 

Posbindu PTM dikarenakan tidak ada anggaran 

dana sehingga pelaksanaan Posbindu PTM 

ditiadakan. Kendala lain adalah karena pada 

masa pandemi Covid-19 untuk pesertanya 

mengalami penurunan kunjungan baik 

Posbindu PTM dan Prolanis. Selama Prolanis 

ditiadakan, pelaksana program Prolanis 

membuat WhatsApp grup namun berdasarkan 

informan utama hal tersebut tidak efektif karena 

banyak peserta yang tidak menanggapi. 

Pelaksanaan Posbindu PTM dan Prolanis baru 

rutin dilaksanakan pada Bulan September 2021 

yang sebelumnya tidak rutin dilaksanakan. 

Selain itu pada saat pelaksanaan masih banyak 

kader yang belum paham mengenai tupoksinya 

dan cara penggunaan alat dikarenakan pelatihan 

kader hanya untuk ketuanya saja. Hal tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan 

oleh Putri ( 2018) di wilayah kerja Puskesmas 

Simpang Sungai Duren dalam pelaksanaan 

Posbindu PTM tidak semua kader Posbindu 

PTM mendapatkan pelatihan. 

Pengawasan dan pengendalian 

merupakan suatu proses pengamatan secara 

terus menerus terkait kegiatan yang akan 

dilakukan oleh anggota dalam melaksanakan 

rencana kerja yang sudah dibuat serta 

mengadakan perbaikan apabila terjadi suatu 

kesalahan. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilaksanakan di Puskesmas Juwiring pada 

pengawasan dan pengendalian sudah 

dilaksanakan namun tidak rutin setiap bulannya 

dikarenakan kondisi pandemi Covid-19.  

Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan 

secara berjenjang dari dinas kesehatan kepada 

puskesmas berdasarkan hasil laporan lalu 

puskemas melaksanakan pengawasan dan 

pengendalian terhadap program Posbindu PTM 

yang dilaksanakan di setiap desa. Pengawasan 

yang dilakukan berdasarkan laporan yang telah 

dikumpulkan kepada puskesmas. Pengawasan 

dan pengendalian Prolanis yaitu setelah 

kegiatan namun tidak rutin. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilaksanakan oleh 

Kusuma (2020) pengawasan dan pengendalian 

di Puskesmas Bangsal kurang optimal yang 
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disebabkan oleh pengawasan didasarkan pada 

laporan hasil pelaksanaan saja. 

Monitoring dan evaluasi tidak 

dilaksanakan rutin. Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan Posbindu PTM tidak berjalan 

maksimal dikarenakan hanya beberapa desa 

yang melaksanakan Posbindu PTM. Hal 

tersebut dipengaruhi oleh anggaran atau dana 

desa untuk pelaksanaan Posbindu PTM 

ditiadakan.  Monitoring dan evaluasi Prolanis 

dilaksanakan berdasarkan kunjungan Prolanis 

yang dilaksanakan 6 bulan sekali. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

informan utama dan informan triangulasi terkait 

capaian kinerja standar pelayanan minimal 

penderita hipertensi di Puskesmas Juwiring 

selama pandemi ini turun. Hal tersebut 

dikarenakan masih kurang optimalnya jejaring 

dan pelaksanaan program-program untuk 

pemenuhan standar pelayanan minimal 

penderita hipertensi pada masa Pandemi Covid-

19. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang 

dilaksanakan di Puskesmas Kota Semarang 

dimana belum tercapaianya target standar 

pelayanan minimal penderita hipertensi 

dikarenakan belum optimalnya jejaring 

puskesmas dalam pelaporan kasus hipertensi 

sehingga mempengaruhi capaian standar 

pelayanan minimal penderita hipertensi 

(Anindya et al., 2020). Selain itu turunnya 

capaian standar pelayanan minimal penderita 

hipertensi dikarenakan kegiatan Posbindu PTM 

dan Prolanis tidak rutin dilaksanakan pada saat 

pandemi serta pengurangan anggota Prolanis. 

Pada program Posbindu PTM dan 

Prolanis sudah terdapat upaya perbaikan dari 

masing-masing program. Program Posbindu 

PTM sebagai upaya perbaikan yaitu dengan 

mengaktifkan kembali kader-kader Posbindu 

PTM untuk melaksanakan kegiatan Posbindu 

PTM kembali supaya dapat memenuhi target 

standar pelayanan minimal penderita hipertensi. 

Upaya perbaikan program Prolanis yaitu 

dengan merutinkan kembali pelaksanaan 

kegiatan Prolanis sebulan sekali. Secara 

keseluruhan upaya perbaikan untuk menaikkan 

capaian standar pelayanan minimal penderita 

hipertensi yaitu mengoptimalkan kader-kader 

kesehatan dan bidan desa sehingga masyarakat 

yang menderita hipertensi dapat menerima 

pelayanan kesehatan. Hal tersebut sejalan 

dengan penelitian yang dilaksanakan oleh 

Alfiyah (2019) di Kota Bogor bahwa perlu 

adanya upaya pengoptimalan kader Posbindu 

PTM dengan merekrut anggota baru dan 

melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk semua 

kader Posbindu PTM. 

Pada proses pengawasan dan 

pengendalian terdapat kendala. Kendala 

tersebut yaitu pengawasan dan pengendalian 

dari dinas kesehatan hanya via elektronik 

menggunakan laporan. Pelaksanaan program 

Posbindu PTM dan Prolanis yang terkendala 

sehingga evaluasi dan monitoring tidak berjalan 

rutin. 

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan dapat diambil kesimpulan yaitu 

penerapan fungsi manajemen pada program 

Posbindu PTM dan Prolanis dalam upaya 

pemenuhan standar pelayanan minimal 

penderita hipertensi di Puskesmas Juwiring 

belum optimal karena masih terdapat beberapa 

kegiatan yang belum berjalan optimal dan 

adanya kendala-kendala dalam setiap proses 

pelaksanaan fungsi manajemen. Fungsi 

perencanaan di Puskesmas Juwiring sudah 

berjalan dengan baik namun belum optimal 

karena pada perencanaan terkait waktu, tempat 

dan anggaran pelaksanaan Posbindu PTM 

tergantung pada kader Posbindu PTM dan 

pemerintah desa. Hal tersebut mengakibatkan 

ada beberapa desa yang tidak memberikan 

anggaran untuk Posbindu PTM sehingga 

kegiatan Posbindu PTM tersebut tidak 

terlaksana. Perencanaan waktu yang sering 

bersamaan antar desa sehingga penanggung 

jawab program tidak menghadiri salah satu 

kegiatan Posbindu PTM. Fungsi 

pengorganisasian secara keseluruhan belum 

optimal dikarenakan keterbatasan dalam sumber 

daya manusia kesehatan sehingga adanya beban 

ganda atau peran ganda pada setiap pegawai 

Puskesmas Juwiring khususnya pada pelaksana 
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program Posbindu PTM dan Prolanis. Selain itu 

adanya rangkap tugas mengakibatkan kurang 

optimalnya dalam pelaksanaan program baik 

Posbindu PTM maupun Prolanis. SK hanya 

diberikan kepada penanggung jawab program 

sedangkan untuk pelaksana program tidak 

diberikan SK dan penanggung jawab program 

Posbindu PTM merasa kurang berkompeten 

dalam pelaksanaan program dikarenakan latar 

belakang pendidikannya yang tidak sesuai 

dengan program Posbindu PTM. Fungsi 

pengarahan dan pelaksanaan belum optimal 

karena pengarahan tidak dilakukan secara rutin. 

Pelaksanaan Posbindu PTM di Puskesmas 

Juwiring ada beberapa desa yang tidak 

melaksanakan dikarenakan tidak ada anggaran 

dana sehingga pelaksanaan Posbindu PTM 

ditiadakan. Penanggung jawab Posbindu tidak 

selalu menghadiri setiap kegiatan Posbindu 

PTM dikarenakan terkadang diberikan tugas 

lain di puskesmas dan jadwal yang bersamaan 

antar desa satu dengan desa lain. Pada saat 

pelaksanaan masih banyak kader yang belum 

paham mengenai tupoksinya dan cara 

penggunaan alat dikarenakan pelatihan kader 

hanya untuk ketuanya saja. Selain itu, karena 

pada masa pandemi Covid-19 untuk pesertanya 

mengalami penurunan kunjungan baik 

Posbindu PTM dan Prolanis. Selama Prolanis 

ditiadakan, pelaksana program Prolanis 

membuat WhatsApp grup hal tersebut tidak 

efektif karena banyak peserta yang tidak 

menanggapi. Fungsi pengawasan dan 

pengendalian tidak berjalan optimal karena 

tidak berjalan secara rutin dan hanya terbatas 

pada laporan saja dalam pengawasannya. 

Jadwal monitoring dan evaluasi yang tidak 

menentu dan tidak rutin dilaksanakan. 

Penelitian yang dilaksanakan di 

Puskesmas Juwiring mengenai penerapan fungsi 

manajemen pelaksanaan standar pelayanan 

minimal penderita hipertensi terdapat beberapa 

kelemahan. Kelemahan tersebut adalah 

penelitian ini hanya berfokus pada program 

Posbindu PTM dan Prolanis dalam upaya 

pemenuhan standar pelayanan minimal 

penderita hipertensi. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif yang memerlukan kejujuran 

informan dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diberikan oleh peneliti 

sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut 

peneliti menggunakan informan triangulasi 

untuk keabsahan data. 

Saran untuk peneliti selanjutnya yang 

akan meneliti mengenai standar pelayanan 

minimal penderita hipertensi yaitu dengan 

menambahkan program lainnya yang berkaitan 

dengan hipertensi yang belum pernah diteliti 

sebelumnya serta menambahkan indikator-

indikator yang belum diteliti oleh peneliti 

sebelumnya. 
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